
 
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

REPUBLIK  INDONESIA 
NOMOR   2   TAHUN  2005 

TENTANG 
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a.  Bahwa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 
26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan gempa bumi lanjutan pada 
tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara telah 
mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai 
aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan; 

 b. Bahwa wilayah yang terkena dampak bencana alam gempa bumi dan 
gelombang tsunami, sangat mendesak untuk segera ditangani, guna 
mengembalikan kondisi psikologis penduduk, kehidupan sosial ekonomi 
dan pemerintahan melalui usaha-usaha rehabilitasi dan rekonstruksi; 

 c.  Bahwa penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, harus dilaksanakan secara khusus, sistematis, terarah, dan 
terpadu serta menyeluruh dengan melibatkan partisipasi dan 
memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 

 d.  Bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah 

sebagaimana dimaksud dalam diktum a, diperlukan pengaturan secara 

khusus termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab yang menyeluruh, terpusat dan 

terkoordinasi, untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, 

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan asas tata 

kepemerintahan yang baik, berhasil guna, transparan dan akuntabel; 

 E. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara; 

 

 

Mengingat :  1. Pasa1 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3893); 



 
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3997); 

 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134); 

 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara  

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan:  PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG 
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI wllayah DAN KEHIDUPAN 
MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN 
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Wilayah Pasca Bencana adalah wilayah Provinsi Nanggore Aceh 

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena 

dampak bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami. 

 

2. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik 
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada Wilayah Pasca 
Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara 
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah 
Pasca Bencana.  

3. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, 
kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, 
dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat di Wilayah Pasca Bencana. 

4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera 
Utara, selanjutnya disebut sebagai Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 
adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana. 



 
5. Dewan Pengarah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, 

selanjutnya disebut Dewan Pengarah, adalah kelengkapan organisasi yang 
merupakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan yang 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi berbagai pihak yang 
diwakilinya menjadi acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

6. Dewan Pengawas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, 
selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah kelengkapan organisasi 
fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien dan efektif serta 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana. 

7. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, 

selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah pengelola dan penanggung 

jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana. 

8. Rencana Induk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah rencana yang 

disusun oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah  

9. Daerah dan masyarakat untuk merehabilitasi dan merekonstruksi 

Wilayah Pasca Bencana. 

 

BAB II  

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini berlaku untuk rehabilitasi 

dan rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi perumusan kebijakan, usaha 

dan langkah-langkah nyata yang terencana, konsisten dan berkelanjutan. 

 

Pasal 4 

Rehabilitasi meliputi perbaikan dan pemulihan:  

a. Prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik; 

b. Prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan 

serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan menengah; 

c. Prasarana dan sarana kesehatan dan psiko-sosial; 

d. Prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat; 

e. Prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan; 

f. Hak-hak atas tanah dan bangunan; 

g. Prasarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan 

H. Prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. 

 

 

Pasal 5 

Rekonstruksi meliputi: 

a. Penataan ruang; 

b. Penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;  

c. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta pemukiman 

d. Pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik; 

e. Pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup 

perbankan, keuangan serta dunia usaha khususnya usaha kecil dan 

menengah; 



 
f. Pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan dan adat 

istiadat; 

g. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;  

h. Penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi; dan 

i. Pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan 

normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat; dan 

J. Pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan rencana 

rinci. 

 

 

Pasal 6 

Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, 

akuntabilitas, partisipatif dan responsibilitas dengan mendahulukan kepentingan 

umum dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

 

BAB III  

KEDUDUKAN 

 

 

Pasal 7 

(1) Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dibentuk 

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk melaksanakan rehabilitasi dan 

rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana. 

(2) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

(3) Organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari :   

a. Dewan Pengarah; 

b. Dewan Pengawas;  

c. Badan Pelaksana. 

 

Pasal 8 

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkedudukan di Wilayah Pasca Bencana 

dengan Kantor Pusat di Banda Aceh, dan Kantor Perwakilan di Nias serta di 

daerah lain yang dianggap perlu. 

 

 

BAB IV 

SUSUNAN, TUGAS, DAN WEWENANG 

 

Bagian Pertama  

Dewan Pengarah 

 

Pasal 9 

 

(1) Dewan Pengarah beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, terdiri atas: 

a. Seorang Ketua merangkap anggota; 

b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan  

c. 15 (lima belas) anggota. 



 
(2) Anggota Dewan Pengarah terdiri dari unsur-unsur:   

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintahan Daerah;  

c. Pemuka Agama/Ulama dan Pemuka Adat;  

d. Tokoh Masyarakat; dan 

e. Akademisi. 

(3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengarah diangkat dan 

diberhentikan dengan Keputusan Presiden. 

(4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah  

dapat membentuk Sekretariat. 

 

Pasal  10 

(1) Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan, 

perencanaan, dan pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

(2) Dewan Pengarah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 

kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal  22.  

 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dewan 

Pengarah berwenang: 

a. Meminta penjelasan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi; 

b. Meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak  

 

Lain yang dipandang perlu; dan/atau 

C. Melakukan kerja sama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan. 

 

 

Bagian Kedua  

Dewan Pengawas 

 

Pasal 12 

(1) Dewan Pengawas beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas:  

a. Seorang Ketua merangkap anggota; 

b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan 

c. 7 (tujuh) orang anggota  

(2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur tokoh masyarakat yang 

memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang pengawasan. 

(3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. 

(4) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan 

Pengawas dapat membentuk Sekretariat. 

 

Pasal 13 

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas: 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi; 



 
b. Menerima, menelaaah dan menindaklanjuti pengaduan yang 

disampaikan oleh masyarakat. 

 

(2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 
kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22. 

 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas bersifat independen. 
 

Pasal 14 
 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dewan 
Pengawas berwenang: 

a. Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau 
tenaga ahli lainnya; 

b. Meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan 
pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

C. Memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Presiden. 

 

Bagian Ketiga  

Badan Pelaksana 

 

Pasal 15 

(1) Badan Pelaksana terdiri atas:   

a. Kepala Badan Pelaksana; 

b. Wakil Kepala Badan Pelaksana; 

c. Sekretaris Badan Pelaksana; dan 

d. Deputi-deputi. 

(2) Kepala dan Wakil Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan 

dengan Keputusan  Presiden. 

 

(3) Wakil Kepala Badan Pelaksana dijabat secara jabatan (ex-officio) oleh 

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam. 

(4) Sekretaris Badan dan Deputi-deputi diangkat dan diberhentikan dengan 

Keputusan Presiden atas usulan Kepala Badan Pelaksana. 

(5) Badan Pelaksana dilengkapi dengan struktur organisasi sesuai dengan 

kebutuhan, yang diisi dengan tenaga profesional dan tenaga ahli. 

 

Pasal 16 

(1) Badan Pelaksana mempunyai tugas : 

a. Merumuskan strategi dan kebijakan operasional; 

b. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana; 

c. Menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan 

Rencana Induk dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat di Wilayah Pasca Bencana; 

d. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan 

dokumen pelaksanaan anggaran 



 
e. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka 

kerja sama dengan pihak lain; 

f. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

g. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan  pelaksanaan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan 

h. Memastikan penggunaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan 

dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas dari tindak pidana 

korupsi. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  

(3) A dan huruf b,  Badan Pelaksana mengacu pada Rencana lnduk dan 

Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, 

Provinsi Sumatera Utara. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan 

Pelaksana wajib memperhatikan masukan masyarakat dan ketentuan 

otonomi khusus yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

(4) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 

kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22. 

 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,  Badan 

Pelaksana mempunyai wewenang: 

a. Mengelola pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

b. Mengelola sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber 

daya alam maupun  keuangan dan teknologi untuk melaksanakan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi; 

c. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang tidak dibiayai dari APBN;  

d. Mengkoordinasikan dan bekerja sama serta mengawasi pihak luar negeri 

(asing) dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang 

dibiayai langsung oleh pihak luar negeri (asing); 

E. Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya 

dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; 

 

Pasal 18 

(1) Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab melengkapi organisasi Badan 

Pelaksana dengan melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan 

kebutuhan. 

(2) Proses rekrutmen pegawai Badan Pelaksana dilakukan secara profesional 

dan objektif dengan mengutamakan tenaga kerja setempat. 

 

Pasal 19 

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan hubungan antara Dewan 

Pengarah, Dewan Pengawas dan  Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Presiden. 

(2) Hak keuangan Anggota Dewan Pengarah, Anggota Dewan Pengawas, dan 

Kepala Badan Pelaksana ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

 



 
BAB V  

KEUANGAN 

 

Pasal 20 

(1) Pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah 
Pasca Bencana bersumber dari pendapatan negara dan penerimaan lain 
yang sah. 

(2) Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana dikelola, dikoordinasikan, dan 
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Badan Pelaksana, dan dilaporkan 
kepada Menteri Keuangan. 

(3) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat bekerja sama dengan pihak lain 
dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana yang tidak  
Dibiayai dari APBN sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan 
dipertanggungjawabkan secara terpisah. 

(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan dana 
dekonsentrasi yang terkait untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana. 

(5) Alokasi dana untuk seluruh kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang 
dibiayai dari APBN, serta seluruh kegiatan  yang dilaksanakan oleh pihak 
lain yang tidak dibiayai dari APBN harus dikoordinasikan dan mendapat 
persetujuan dari Badan Pelaksana. 

 

Pasal 21 

(1) Badan Pelaksana merupakan pengguna anggaran. 

(2) Rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran . 

(3) Badan Pelaksana membuka rekening yang digunakan untuk melaksanakan 

penerimaan dan pengeluaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

(4) Penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari APBN 

dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Khusus. 

 

BAB VI  

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN 

 

Pasal 22 

(1) Masing-masing organ dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Presiden. 

(2) Pertanggungjawaban kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan dalam bentuk laporan semesteran, tahunan dan laporan 

akhir, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sekurang-kurangnya memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja. 

(4) Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada standar akuntansi 

pemerintahan. 



 
(5) Laporan Keuangan Badan Pelaksana diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan.  

(6) Apabila diperlukan Badan Pelaksana dapat diaudit oleh auditor independen 

lainnya. 

(7) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, laporan 

kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi. 

 

 

BAB VII  

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 23 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana lainnya berlaku 

terhadap setiap tindak pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. 

 

BAB VIII  

KETENTUAN LAIN 

 

Pasal 24 

(1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya 

berkoodinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain 

yang terkait. 

(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait wajib 

memberikan dukungan secara penuh kepada Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi. 

(3) Pemerintah wajib menyediakan dana, yang akan digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional tahap awal Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang ini. 

 

 

 

BAB IX  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 25 

 

(1) Seluruh dana dekonsentrasi tahun anggaran 2005 yang dialokasikan untuk 

daerah yang terkena bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 

Kepulauan Nias dikoordinasikan penggunaannya dengan Badan 

Pelaksana. 

 (2) Dengan berakhirnya periode tanggap darurat, selanjutnya akan dilakukan 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikelola oleh Badan 

Pelaksana. 

 



 
 

BAB X  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 26 

(1) Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas selama 4 

(empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. 

(2) Perpanjangan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden atas usulan Dewan Pengarah. 

(3) Setelah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 

kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, 

segala kekayaannya menjadi kekayaan milik negara yang selanjutnya 

Dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.. 

(5) Pengakhiran masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi beserta 

akibat hukumnya ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 

 

Pasal 27 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Negara Republik Indonesia. 

  

 Ditetapkan di Jakarta 

 Pada tanggal : 16 April 2005  

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                                               Ttd 

  Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal : 16 April 2005 

MENTERI SEKRETARIS NEGARA   

Selaku  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

                            AD INTERIM 

                                     Ttd 

                YUSRIL IHZA MAHENDRA 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2005 

TENTANG 
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT 

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI 
SUMATERA UTARA 

 

 

I. UMUM 

Bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada tanggal 26 

Desember 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara 

dan disusul dengan gempa pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi Sumatera 

Utara, merupakan bencana alam terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia dilihat dari luas 

cakupan wilayah yang terkena maupun jumlah korban manusia dan kerusakan lain yang 

ditimbulkannya. Karena itulah, bencana ini mendapat perhatian tidak saja dari masyarakat dan 

pemerintah negara yang menjadi korban tetapi juga masyarakat internasional. Bencana alam 

tersebut membawa dampak yang luar biasa pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan 

pemerintahan. 

Dalam rangka penanggulangan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang 

terjadi di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera 

Utara perlu penanganan secara khusus, terencana, terpadu, dan sistematis serta menyeluruh 

melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, baik yang menyangkut berbagai aspek 

kewilayahan maupun kehidupan masyarakat. Khusus pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian yang integral dari upaya bersama 

dalam rangka penyelesaian masalah  

 

Aceh secara menyeluruh. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan dengan 

mengindahkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) yakni asas 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan independensi dengan mempertimbangkan aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi 

Sumatera Utara. 



Menghadapi kenyataan serta akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam gempa dan 

gelombang tsunami yang menimbulkan korban jiwa, harta benda dan kerusakan lainnya yang 

luar biasa, serta langkah-langkah yang perlu segera diambil maka berdasarkan kewenangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pemerintah berpendapat bahwa syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa telah 

terpenuhi untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Badan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai lingkup dan 

kelembagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu 

4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. Setelah berakhirnya masa tugas 

Badan ini, seluruh tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal l 

 Cukup jelas. 

 
 

Pasal 2 Cukup jelas. 

 

Pasal 3  

 Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas. 

 

 

Pasal 6 

 Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 



Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kepada pihak-pihak lain yang 

memberikan bantuan. 

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah membuka diri terhadap pelibatan pemangku 

kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung .  

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

 

Pasal 7 
 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas. 

 

 Ayat (2) 

Dewan Pengarah yang keanggotaannya mewakili berbagai unsur pemangku 

kepentingan merupakan wujud penerapan prinsip good governance. 

Selain itu, keanggotaan Dewan Pengarah yang berasal dari pemuka 

agama/ulama, tokoh masyarakat, dan akademisi sebagai wujud partisipasi 

masyarakat luas, terutama masyarakat yang terkena bencana untuk memastikan 

bahwa proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah dan masyarakat daerah 

bencana alam terlaksana sesuai dengan kebutuhan. 

 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf  b 

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. 

  Huruf c 

    Yang dimaksud dengan "pemuka agama/ulama" adalah pemuka 

agama/ulama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi 

Sumatera Utara. 



  Huruf d 

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh masyarakat 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara 

   

  Huruf e 

Yang dimaksud dengan "akademisi" adalah ahli dari perguruan tinggi di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. 

 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

 

 Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "memiliki pemahaman yang memadai dalam bidang 

pengawasan" adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas 

pengawasan. Di samping itu, anggota Dewan Pengawas harus memiliki 

integritas yang tinggi. 

 

 Ayat (3) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 



Pasal 14 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

 Ayat (1) 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b  

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  

    Huruf d 

    Cukup jelas. 

   Huruf f 

    Cukup jelas. 

   Huruf g 

 Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” dalam ketentuan ini  

adalah seperti negara donor, badan internasional atau lembaga swasta 

yang turut memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi 

Wilayah Pasca Bencana. 

   Huruf h 

    Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

 Huruf a 

   Cukup jelas. 

  

 Huruf b 

Yang dimaksud dengan berwenang mengelola sumberdaya manusia adalah 

kewenangan untuk menetapkan sistem manajemen pegawai termasuk di 

dalamnya rekruitmen, pembinaan, penugasan, penilaian kinerja, penggajian dan 

pemberhentian. 

Yang dimaksud dengan berwenang mengelola sumber keuangan adalah 



kewenangan untuk menetapkan sistem manajemen keuangan, termasuk di 

dalamnya sistem dan prosedur keuangan, sistem akuntansi dan pelaporan, 

sistem pengendalian intern, dan tarif-tarif biaya yang dikeluarkan oleh Badan 

Pelaksana dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dari 

negara/lembaga donor. 

  

 Huruf c 

   Cukup jelas. 

 Huruf d 

   Cukup jelas. 

 Huruf e 

   Cukup jelas. 

Pasal 18 

 Ayat (1) 

Mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang harus ditangani dalam 

usaha Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan masyarakat yang terkena 

bencana, diperlukan organisasi pengelola yang efektif, mampu bergerak cepat 

dan dikelola secara profesional. Karena itu Kepala Badan Pelaksana perlu 

keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan organisasinya  

 

Sesuai dengan dinamika kebutuhan yang berkembang. Keleluasaan yang 

dimaksud diberikan tanpa mengabaikan prinsip kepemerintahan yang baik. 

Badan Pelaksana mempunyai kebebasan dalam rekrutmen personel sepanjang 

memenuhi syarat integritas dan kapabilitas yang diperlukan. 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas. 

Pasal 19 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

 Ayat (1) 

Penerimaan lain yang sah termasuk hibah dalam bentuk uang maupun natura 

serta pinjaman.  

 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dikelola, dikoordinasikan” adalah semua penerimaan 

dan pengeluaran dicatat, diatur dan dikendalikan oleh Kepala Badan Pelaksana 

 



agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan pertanggungjawaban. 

Pencatatan hibah dalam APBN dilakukan sesuai dengan perjanjian hibah yang 

bersangkutan.  

Dalam hal hibah diterima dalam bentuk uang dan dikelola langsung oleh Badan 

Pelaksana, Badan Pelaksana wajib melaporkan penerimaan dan penggunaan 

dana tersebut kepada Menteri Keuangan. 

Dalam hal hibah diterima dalam bentuk natura, Badan Pelaksana wajib 

melaporkan penerimaan dan penggunaan hibah tersebut kepada Menteri 

Keuangan. 

 

 Ayat (3) 

 

Untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang bukan 

merupakan pelayanan umum murni, seperti pembangkit tenaga listrik, sarana 

telekomunikasi, dan jalan tol; Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan 

investor swasta sepanjang tidak merugikan keuangan negara.  

Mengingat sifat khususnya maka pertanggungjawaban pelaporan keuangan 

dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana yang tidak dibiayai dari 

APBN dan bekerja sama dengan Pihak Ketiga dipertanggungjawabkan secara 

terpisah. 

 

 Ayat (4) 

   Cukup jelas. 

 

  Ayat (5) 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

 Ayat (1) 

Sebagai pengguna anggaran, Badan Pelaksana menerima dan mengelola 

anggaran untuk keperluan biaya operasional Badan Pelaksana, biaya 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana, biaya 

Dewan Pengawas, dan biaya Dewan Pengarah, serta biaya lain yang berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

 

 Ayat (2) 

   Cukup jelas. 



 

 Ayat (3) 

Badan Pelaksana dapat membuka satu atau beberapa rekening sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

 Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Khusus” dalam ketentuan ini adalah KPPN yang dibentuk oleh Departemen 

Keuangan yang bertugas melayani penyaluran dana berkaitan dengan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang bersumber dari APBN.  

Pasal 22 

 Cukup jelas. 

 

 Pasal 23 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

 Ayat (1) 

   Cukup jelas. 

 Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "dukungan" adalah dapat berupa dukungan teknis 

dan/atau dukungan non teknis  

 Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan ”kegiatan operasional tahap awal Badan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi” adalah kegiatan operasional badan sebelum mendapat 

alokasi dalam bagian anggaran tersendiri. 

Pasal 25 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

 Ayat (1)  

  Cukup jelas  

 Ayat (2)  

  Cukup jelas  

 Ayat (3)  

  Cukup jelas  

 Ayat (4)  



  Cukup jelas 

 Ayat (5)  

 

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, perlu 

diatur secara jelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Badan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi dengan Peraturan Presiden, sehingga berbagai konsekuensi 

hukum yang selama ini melekat pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga 

berakhir.  

 

Pasal  27 

 Cukup Jelas. 
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